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cehari setelah resmi mengs-—

umumkan bergabung ber—

samnma pemerintahan Jolko .
Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (279D,
Ketua Umurm Partai Araanat
INasional Zulkifli Flasan berlsata,
IKoalisi Meralh Putihh dan Koa—
lisi Tndonesia Hebat sudah tidak
relevan.™ )

Bergabungnya PAN ke peme-—
rintahan turut mencairkan ke-
belkuan Parlemen yang sempat
terbelah antardua koalisi. Peta
politilc di DOFPR pun berubalh.

Bergabungnya PATN bersama
Partai Demokrasi Indonesia
Peirrjuangan (PID2I1I-FPD). Partai INas-—
dein., Partai ITati Nurani Rakyat
(Ianurza),. dan Partai Kebangkit—
an Bangsa (PKI3) membuat
KIIT, yvyvang mendulsung peme-—
rimtah., kini menguasai 256 kursi
dari 560 kursi DPR.

HKeputusan IPATN culzup IMerng-—
Zoyang KMEP. Malkluim, IKVIEP
avwalnya dibentulk untulk Mmen-—
cdulkung Ketiia Dewan Pembina
Partai Geralkan Indonesia Rava
(Gerindra) Prabowo Subianto
dan Ketua Umuni PATN Hatta
Rajasa sebagai calon presiden
dan walkil presiden dalam Pe-—
milihan Presiden Z2O1<4.

IDengain mclompatnya PAT
Jdre Clkapal® lain., KMP kini hany=a
didulkung secara penuh olelh
Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dan Partai Gerindra. Seperti di-
ketalnii, Partai Gollkar darn Par-—
tal Persatuan Pembangcgunan
masilh dirundung konflik inter—
nal yang belurm usai.

Sporadis

Dengan perttbahan komposisi
di Parlermen itu, apakah KIT
dan KM P masih relevan di peta
Prerrpolitikan internal IDODPR?

IKalau diperhatikan, berbeda
dengan paruh pertarma imasa ja-—
batnya., peta politilk DPR ppada
litna bulan terakhir memangs le—

bilh sporadis. KIIl dan KNP ti-—
dalk selalu kompalc,

¥FTal itu paling tidals terlihat
dari sejumlah sikap dan kepu-—
tusan yang diambil di internal
DIPR. Sebagai contoh., saat Pre-—
siden Joko Widodo memilily
membatallkan Komisaris Jende-—
ral Budi Gunawan sebagai IKe—
rala Kepolisian Negara Republik
ITndonesia (Polri). NWMiaret 1lalu.

Meski pada akhirmya seiniua
fraksi mmencapai kata sepaliat le—
wat rapat komnsultasi dengan
Presiden. IDPR sempat terbelah
menyvikapi keputusan itu. Beda-
nya., perbedaan silkap itu tidalk
iagi berdasarkan koalisi.

Sejumlah fraksi KT, sebagai
Partai pengusung pemerintal,
Justru sempat berseberangan
dengan Presiden. PIDI-FP dan
FHanura dari KITI1 bersarmna tiga
fraksi dari KM P (Gollkkar, PIKS,
Gerindra) meminta Presidein
tetap melantilkk Budi. Semenitara
Parital Demolkrat, Wasdern, IPATN,
dan PPP tidak keberatan jika
Presiden batal melantik Budi.

Sebelummny:a., dikotomi KIIT
dan IKMMP sangat jelas pada tigsa
bulan avwal pemerintahan, bulan
Oktober sampai Descmmber 201«
Sebagai dampak dari revisi Uni—
dang-Undanges VIPR., DPIR, DODPID,
dan IDIPRID (MID3), 1IDPIR saat itu
Pralktis tidalk bisa bekeija lkarena
sibuk mengurus “hagi-hagi lkur-—
Si™7 pimpinan alat kelenglkapan
DPI.

Kebuntuan itu baru sedikit
Imencair pada masa sidang lke-—
dua, Januari 2015, setelalh UIJUT
MIDO3 kemmbali direvisi untulk
mengakomodasi IKIFT dalam
rembagian kursi pirmpinan alat
kelengkapan 1IDPR. Dengan revisi
ang mmenambalh jumlah piran-—
PPinan alat kelengkapan itu, per-—
waldilan dari IKTFET alkhirngya da-—
rat ikut memimpin komisi dan
badan bersarma KNP
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Selcat cikotomi yang jelas di
Parlemen juga terlihat saat April
lalu, fraksifraksi pendukung
KMP hersatu mendukung Fraksi
Partai Golkar menggulirkan hak
anglet terhadap Menteri Hu-
kum dan Hak Asasi Manusia
Yasonna H Laoly, yang juga po-
ltisi PDI-P Saat itu, 116 anggota
DPR menandatangani surat
ustlan penggunaan hak angket,

Mereka adalah F-PG (55
otang), Gerindra (37 orang),
PKS (20 orang), PPP (2 orang),
dan PAN (2 orang), KIH, saat
it, menolak fkut menanda-
tangani dan meriasang badan
membela Yasonna, Hak anghet
itu akhirnya menggantung se-
telah sejumlah fraksi KIH me-
minta wacana itu ditunda,

Namun, batas antara KTH
dan KMP yang disebut tidak re-
levan itu tetap saja beberapa
Kali muncul. Akhir-akhir ini, mi-
salnya, petbedaan antarkoalisi
it kembali tertihat setelah Ke-

tua DPR dari Fraksi Partai Gol-
kar Setya Novanto dan Wakl
Ketua DPR dari Fraksi Partai
Gerindra Fadli Zon diduga me-
langgar kode etik DPR saat ha-
dir di jumpa pers polifk bakel
calon presiden Amerika Serkat,
Donald Trurmp, Kamis (3/9) la-
Iu. Sejurnlah politisi PDI-P son-
tak melaporkan Setya dan Fadli

e Mahkamah Kehormatan

Degvan,

Momentum "bhuder” politik
yang diduga dilalcukan politisi
Golkar dan Gerindra it berde-
katan dengan kejadian politik
laim. Pertama, PAN yang me-
mutuskan merapat ke pemerin-
tah. Kedua, wacana politisi
PDI-P mendorong revisi Un-
dang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang MD3,

Rebutan kursi

Tak mengherankan, di tengah
pelaporan Setya ke Mahkamah
Kehormatan Dewan itu, isu re-

visi UU MDS digaungkan se-
Jumlah polisi KIH. Seiring de-
ngan itu, ist kocok ulang kursi
pimpinan DPR dan kursi pirn-
pinan alat kelengkapan pun kut
menguat.

Pada suatu kesempatan, saat
Setyamasilt di AS dan isu revisi
UU MD3 kian menguat, Wakil
Ketua DPR dari Fraksi PXS
Fahri Hantzah sampai menga-
taken, " Jijik saya dengan rebut-
an kursi-ini Padahal, ekonorni
sedang begini. Siapa yang mau
anbil st saya, ambil saja se-

Karang, Mumpung Pak Novanto |

dan Pak Fadli tidak ada.

Sikap Fahri tentunya betheda
dari sejumiah fraksi KIH yang
mayoritas mendukung revisi UU
MD3, Mereka menilai, revisi UU
MDS bukan berkaitan dengan
kepentingan politk pragmatis
KTH unfuk kembali menduduki
kursi kepemimpinan di DPR,
melainkan demi peningkatan
kualitas demokrasi Indonesia,

Peneliti Lembaga Il Pe-
ngetahuan Indonesia (LIPT), Siti
Zuhro, menilai, isu KTH dan
KMP di Parlemen cenderung di-
mainkan dalam jangka pendek
untuk kepentingan dan keun-
fungan politik setiap pihak, Hal
it menunjukkan bahwa batas
antara KTH dan KMP sesung-
gulmya belum sepenuhnya
mencair, "Di heberapa momen,
KIH-KMP mermang tidak lagi
relevan, batas koalisi melebur,
Di moren lain, KTH-KMP ma-
sih terlhat,” kata Siti

Menurat dia, iklim politik
yang terfihat di DPR saat ini
bersifat pragmatis, "Yang nama-
nya politik tidak bisa lepas daut
nuansa pragmatisine dan opor-
funis, Jangan [upa, ini lembaga
politik,” kata Siti,

KTH dan KMP kini lebih mi-
1ip koalisi "bunglon”, Mereka

- berkoalisi meski skapnya meng-

tkuti hal yang abadi dalam po-
ltik, yakni kepentingan.
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